
 
 

PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

NOMOR  6  TAHUN 2010 

TENTANG 

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Menimbang : 
 
 
 
 
 
 
 

Mengingat :  

a. bahwa potensi pemotongan ternak di rumah 
pemotongan hewan begitu tinggi,perlu diatur 
mengenai retribusinya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Rumah Potong Hewan 
 

1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum  Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

2.  Undang-Undang Nomor  16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
56,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3482); 

3.    Undang-Undang Nomor  10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4389); 

4.   Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun  2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas   Undang-Undang Nomor 
32  Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah          
( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);   

5. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
126,Tambahan Lembaran Negara 

       Republik Indonesia Nomor  4438); 
6.   Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor  14,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4688); 

7.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembarab Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro Kecil dan  Menengah           
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2008 Nomor 93, 

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866);  

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang  
Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5015);  

10. Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 tentang  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 
tentang  Kesehatan Masyarakat Veteriner             



( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1993 Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  3253); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 
tentang  Karantina Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2000 Nomor 
161,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4002); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah         
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor  79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4593); 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan 
Daerah,sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran  
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah 
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
Bandung Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2008 Nomor9); 

 
 

  



 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
BARAT 

dan 
BUPATI BANDUNG BARAT 

 
MEMUTUSKAN: 

 

MENETAPKAN :    PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  

                 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah 

4. Pemerintahan daerah  adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan 
Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar  Negara Pepublik Indonesia Tahun 1945. 

5. Pemerintahan Kabupaten adalah pemerintahan Kabupaten 
Bandung Barat. 

6. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

7. Dinas Peternakan dan Perikanan,yang selanjutnya disebut 
Dinas,adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
peternakan dan perikanan. 

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
daerah yang berlaku. 

9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 

terorganisir baik merupakan badan hukum maupun yang bukan 
badan hukum. 

11. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat,air,dan udara 
baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. 



12. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai 
tempat,pembiakan dan manfaatnya,diatur dan diawasi oleh 
manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan 
dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. 

13. Hasil ternak adalah bahan asal hewan/ternak berupa daging,telur 
dan susu yang dapat diolah lebih lanjut. 

14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau korporasi yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
pembayaran retribusi. 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah,yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
retribusi yang terutang. 

16. Surat Tagihan Retribusi daerah,yang selanjutnya dapat disingkat 
STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi 
administrasi berupa denda. 

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk 
mencari,mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan 
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi daerah berdasarkan perundang-undangan 
retribusi daerah. 

18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik,untuk menerima 
,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah yang 
terjadi serta menemukan tersangka. 
 
 

BAB II 
NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 
Nama Retribusi 

 
Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi 
atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan, 
 
 
                                   Objek Retribusi 
 

Pasal 3 
Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Fasilitas Rumah 
Potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan 
sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan,dimiliki,dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 



                                   Subjek Retribusi 
 

Pasal 4 
Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan Rumah Potong Hewan yang 
disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 5 

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan retribusi jasa 
usaha. 
 
 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 6 

Tingkat  penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis layanan,jenis 
hewan dan jumlah layanan. 
 
 

BAB V 
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

RETRIBUSI JASA USAHA 
 

Pasal 7 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi 

Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa 
usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada 
harga pasar. 

 
 
                                                                 

BAB VI 
STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 8 

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis,jumlah ternak dan 
hasil ternak. 



(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : 
Retribusi pemeriksaan kesehatan dan pemotongan ternak di 
Rumah Potong Hewan 
 
1)  ternak besar jantan berupa sapi / kerbau /kuda .............Rp.15.000,00/ekor 
2) Ternak besar betina yang tidak produktif 
3)  berupa 

sapi/kerbau/kuda..............................................................RP.30.000,00/ekor 
4) Ternak kecil berupa domba / kambing ............................Rp.5.000,00/ekor  
5) Ternak unggas berupa ayam /itik /angsa /dll ...................Rp.100,00/ekor 

 
 

Pasal 9 
(1) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2),ditinjau kembali setiap 3 (tiga) Tahun Sekali. 
(2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian daerah. 

(3) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 
(2),berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati 
tentang perubahan besaran tarif retribusi hasil peninjauan 
kembali. 
 
                                                        

 
BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
 

Pasal 10 
                Wilayah pungutan retribusi adalah di wilayah daerah tempat 
pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan  
 
 

BAB VIII 
PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN,ANGSURAN,DAN 

PENUNDAAN PEMBAYARAN 
 

Pasal  11 
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan 
(2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan 

diambil secara langsung pada saat kegiatan selesai. 
(3) Pemungutan retribusi  menggunakan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 
 



Pasal 12 
(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus 
(2) Tata cara pembayaran,penyetoran,tempat pembayaran 

retribusi diatur dengan Peraturan Bupati 
 

BAB IX 
SANKSI ADMINISTRASI 

 
Pasal 13 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa 
denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang 
terutang atau kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan 
Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 
 

 
BAB X 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 14 
(1)  Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajiban sehingga 

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 
3(tiga) kali jumlah retribusi. 

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan 
penerimaan Negara. 
 
 

BAB XI 
PENAGIHAN 

 
Pasal 15 

(1) Bupati dapat menerbitkan STRD apabila wajib retribusi tidak atau 
kurang membayar. 

(2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran. 
(3) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
 
 
 
 
 
 



BAB XII 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA 

 
Pasal 16 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi,kedaluarsa setelah 
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya retribusi,kecuali apabila wajib retribusi melakukan 
tindak pidana dibidang retribusi Rumah Potong Hewan. 

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi tertangguh apabila: 
a. diterbitkan Surat Teguran;atau     
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik 

langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a,kedaluarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan  utang retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b,adalah wajib retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi 
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b,dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh wajib retribusi. 
 
 

Pasal 17 
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa. 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 

Retribusi Rumah Potong Hewan yang sudah kedaluarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi 
mengacu kepada peraturan perundang-undangan. 
 
 

BAB XIII 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 18 

(1) Pejabat Pegawai  Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 



(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. Menerima,mencari,mengumpulkan,dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas 

b. Meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau korporasi tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah; 

d. Melakukan kroscek untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah; 

f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf c; 

g. Memotret  seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana retribusi; 

h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

i. Menghentikan penyidikan; 
j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah atau 
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3)  Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut 
umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
 
 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 19 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah 
ini,sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya,diatur oleh 
Peraturan Bupati. 



 
Pasal 20 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Barat. 
 
                                       Ditetapkan di Bandung Barat 

                     pada tanggal 3 Agustus 2010 
 

                                       BUPATI BANDUNG BARAT, 
 
                                                         ttd 
 
 

                                                                         ABUBAKAR 
Diundangkan di Bandung Barat 
Pada tanggal 3 Agustus 2010 
 
        SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT 
                       ttd 
   
          MAS ABDUL  KOHAR 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 6 

 
 
 
 


